DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asnawi, M. Natsir. Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara
Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum. Jakarta:
KENCANA, 2020.

Bakarbessy, Leonora, and Ghansham Anand. Buku Ajar Hukum Perikatan. Sidoarjo:
Zifatama Jawara, 2018.

Brahimi, Muh. Nur EI. Bentuk Negara Dan Pemerintahan Republik Indonesia. Bekasi: CV.
Aranca Pratama, 2011.

Dewi, Chandra Gita. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek. Sleman: DEEPUBLISH,
2019.

Djulaeka, and Devi Rahayu. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo
Media Pustaka, 2019.

Efendi, Jonaedi, and Farah Syah Rezah. Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-
Doktrinal . Makassar: CV. Social Politic Genius (S1Gn), 2020.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.

Fauzan, H.M., and dkk. Kamus Hukum dan Yurisprudensi. Jakarta: KENCANA, 2017.

Hajati, Sri, and Dkk. Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan. Surabaya: Airlangga
University Press, 2018.

Halim, Hamzah. Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion.
Jakarta : KENCANA, 2015.

Harapan, Program Studi Hukum Universitas Pelita. Standar Operasional Prosedur
Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Tangerang: Program Studi Hukum Universitas
Pelita Harapan, 2019.

Harsono, Boedi. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan
Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.

IImar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta; KENCANA, 2014.

Junaedi, I Wayan Ruspendi. Meugoe: Mengembalikan Kemandirian dan Kejayaan
Ekonomi Aceh. Purwodadi: CV. Sarnu Untung, 2020.

Mertokusumo, Sudikno. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah. Yogyakarta: CV.
Maha Karya Pustaka, 2019.

Miharja, Marjan. Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Surat Perintah Bongkar Walikota
Jakarta Timur tentang Penggusuran di Kelurahan Pinang Ranti Jakarta
(Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Surabaya: CV. Penerbit
Qiara Media, 2019.

Nugraha, Dwi Putra. Hukum Tata Negara. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita
Harapan, 2018.

Prabandani, Hendra Wahanu. Kebijakan Baru Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Aspek Hukum dan Tips
Menghindari Permasalahan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta:
PRENADAMEDIA GROUP, 2020.

61



Rezah, Farah Syah. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Makassar: CV. Social
Politic Genius (SIGn), 2018.

Saragih, Bintan R., and Moh. Kusnardi. llmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015.

Simanjuntak, P.N.H. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri,
2017.

Sirait, Timbo Mangaranap. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa Ke Masa.
Sleman: DEEPUBLISH, 2020.

Sudarsono. Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi: Hukum
Acara dan Peradilan Elektronik. Jakarta: KENCANA, 2019.

Suhariningsih. Tanah Terlantar: Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban.
Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009.

Sumardjono, Maria S. Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta:
PT. Kompas Media Nusantara, 2001.

Tanaya, Velliana. Perbuatan Melawan Hukum Informasi Menyesatkan (Misleading
Information) Dalam Prospektus Go Public. Tangerang: Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan, 2018.

Thalib, Hambali. Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan. Jakarta: PT. Ukhuwah
Grafika, 2005.

Thompson, J. Milburn. Keadilan dan Perdamaian: Tanggung Jawab Kristiani dalam
Pembangunan Dunia. Jakarta: Gunung Mulia, 2009.

Waskito, and Hadi Arnowo. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jakarta:
KENCANA, 2019.

—. Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang. Jakarta: KENCANA, 2017.

Zamroni. Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak: . Surabaya: Scopindo Media
Pustaka, 2020.

JURNAL ONLINE

Effendi, Maftuh. "Tuntutan Ganti Rugi Pada Peradilan Administrasi." PERSPEKTIF
Volume XV No.4 Tahun 2010, 2010: 413.

Moe, Terry M., and William G. Howell. "Unilateral Action and Presidential Power: A
Theory, ." Presidential Studies Quarterly 29, No 4 (Stanford University), 1999:
851.

Priyono, Ery Agus, and dkk. "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara
Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil ( Studi
Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.9 )." Diponegoro
Law Journal, Volume 6, Nomor 2, 2017: 9

Weku, Robert L. "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek
Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." Lex Privatum, Vol.1/No.2, 2013: 166.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

62



Undang-Undang No. 3 Prp Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda Tetap Milik
Perseorangan Warga Negara Belanda.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No.5/Prk/Tahun1965 Tentang PENEGASAN
STATUS RUMAH/ TANAH KEPUNYAAN BADAN-BADAN HUKUM YANG
DITINGGALKAN DIREKSI/ PENGURUSNYA.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1974 Tentang Status Harta Kekayaan eks PT.
Karkam/Aslam dan PT. Sinar Pagi Yang Pengelolaannya Diserahkan Kepada PT. PP
Berdikari.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bugerlijjk Wetboek), cet. 8. Diterjemahkan oleh
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).

63



